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I. PENDAHULUAN

Studi tentang pengalaman perempuan di lingkungan keluarga
menunjukkan berbagai fenomena yang beragam. Ada perem-
puan yang memiliki pengalaman menyenangkan karena berada
dalam keluarga yang harmonis'?, tetapi tidak sedikit juga studi
yang memaparkan pengalaman pahit perempuan dalam kelu-
arga karena terlibat konflik dan pertentangan, bahkan sebagian
diakhiri dengan perceraian®*. Dari berbagai studi tersebut, dapat
dilihat perubahan sosial akan terus terjadi pada lembaga keluar-
ga. Dalam keluarga, perempuan dapat menempati posisi sebagai
istri, ibu, atau anak yang memperoleh kenyamanan dalam be-
relasi dengan anggota keluarga lainnya'!. Namun, dalam kelu-

arga pula, perempuan banyak memperoleh ketidaknyamanan,
ketidakadilan, bahkan kekerasan™®.

Perubahan sosial dalam keluarga mendorong para sosiolog
untuk mengkaji keluarga sebagai satu realitas yang memiliki
fleksibilitas dan dapat dilihat dari banyak sisi (multisided reali-
ty)"®. Jika dilihat secara paradoksal, dapat digambarkan dari dua
sisi, yaitu sisi gelap dan sisi terang kehidupan perempuan dalam
keluarga’®. Sisi gelap dapat dilihat dari kasus-kasus kekerasan
terhadap perempuan atau anggota keluarga lainnya, ketimpang-
an pembagian tugas domestik, dan terjadinya perkawinan yang
bermasalah. Sementara itu, sisi terang sebuah keluarga dapat
dilihat dari keharmonisan antara anggota keluarga.

Perubahan sosial di masyarakat turut mengubah posisi dan
peran perempuan sebagai istri'’. Dalam studi-studi awal tentang
keluarga, pembagian kerja yang ada menunjukkan bahwa suami
atau ayah diposisikan sebagai kepala keluarga dan ibu atau istri
sebagai asistennya''. Dalam pola seperti ini, pengasuhan anak
(parenting) lekat dengan tugas keibuan (mothering)'? dan diang-




gap tugas utama seorang perempuan. Akan tetapi, seiring dengan
berkembangnya kontribusi perempuan di dunia publik, terdapat
fenomena baru, yakni pengaturan peran bersama (co-parenting)
yang lebih fleksibel antara suami dan istri'’. Pengasuhan anak ti-
dak lagi dianggap sebagai takdir yang melekat pada istri. Nancy
Chodorow (dalam Coltrane & Collins) menyatakan bahwa peran
pengasuhan adalah tugas sosial, bukan tugas biologis sehingga
bisa dilakukan, baik oleh laki-laki maupun perempuan’.

Meskipun model pengasuhan anak co-parenting dapat
dianggap sebagai sebuah model yang ideal, pada kenyataannya
tidak semua keluarga dapat menjalankannya. Masih banyak ke-
timpangan yang terjadi karena perempuan diberi beban berlebih
dalam menangani urusan domestik’. Ketimpangan perempuan
dalam kehidupan berkeluarga dengan mudah dapat dilihat dari
berbagai fenomena. Misalnya kasus kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) yang dilakukan suami'!%, terjadinya perkawinan
di bawah umur?®, perkawinan tidak tercatat'>', perceraian tidak
tercatat®, atau fenomena perempuan yang menjadi buruh migran
sehingga harus terpisah dengan anak'?, dan bahkan terjadi per-
ceraian’. Ketimpangan tetap terjadi bahkan ketika perempuan
berperan sebagai pencari nafkah. Peran tersebut sering kali tidak
diimbangi dengan penghargaan atau respons positif suami atas
jerih payabh istri.

Regulasi terkait dengan kehidupan perkawinan dan keluarga
yang seharusnya menjadi pelindung bagi semua kelompok ma-
syarakat, termasuk laki-laki dan perempuan, beberapanya justru
melanggengkan ketimpangan peran laki-laki dan perempuan.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perka-
winan, meskipun sudah terdapat pasal-pasal yang melindungi
perempuan, sebagian masih menempatkan perempuan sebagai
pihak yang tidak setara dengan laki-laki. Misalnya pasal 31




ayat (3) yang menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga,
sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Peran istri diperkuat
melalui pasal 34 ayat (2) bahwa istri wajib mengurus urusan
rumah tangga sebaik-baiknya. Jika dikaitkan dengan isi pasal
31 yang menyatakan suami sebagai kepala keluarga karena ia
pencari nafkah, dalam realitas, posisi kepala keluarga dalam arti
pencari nafkah tidak selalu lekat dengan peran laki-laki. Dalam
tiga dekade terakhir, perempuan yang terlibat dalam pekerjaan
di luar rumah telah meningkat secara dramatis'’, bahkan mereka
telah mengambil peran sebagai pencari nafkah.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai in-
stansi yang diberi amanah membina keluarga melalui pendekatan
agama, terus melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan
perkawinan. Bagi komunitas muslim, Ditjen Bimas Islam telah
sejak lama melakukan program Kursus Calon Pengantin (Susca-
tin) di Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan. Dalam
praktiknya, Suscatin tidak cukup mampu memberikan bekal
bagi pasangan yang akan memulai hidup baru dan menghadapi
berbagai gelombang dalam biduk perkawinannya*%!1618, Aparat
Kementerian Agama di KUA, khususnya penghulu dan penyuluh
agama Islam, melakukan berbagai inovasi untuk memberikan
bimbingan dan pelayanan kehidupan keluarga melalui program
keluarga sakinah'®-22!,

Ditjen Bimas Islam yang secara khusus memiliki unit Direk-
torat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, secara berkala melakukan
evaluasi terhadap program pembinaan keluarga. Ketika Suscatin
dianggap kurang efektif, dilakukan penyempurnaan program
melalui Bimbingan Perkawinan®?. Untuk memberikan pelayanan
dan konsultasi keluarga secara terus menerus, tidak hanya untuk
calon pengantin, tetapi juga bimbingan untuk pasangan yang




telah menikah, Ditjen Bimas Islam melakukan program Pusat
Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah?*,

Bagi umat beragama selain Islam, pembinaan keluarga lebih
banyak dilakukan oleh majelis agama masing-masing. Pada
komunitas Kristen dan Katolik, misalnya, lembaga agama (ge-
reja) telah mengambil peran penting. Gereja Katolik melakukan
pembinaan dan persiapan perkawinan secara terprogram dalam
waktu yang relatif lama, yaitu minimal enam bulan sebelum
perkawinan. Pada agama lain meskipun dalam kadar yang tidak
seragam, semua lembaga agama memberikan perhatian bagi
pentingnya persiapan menuju gerbang perkawinan, serta pem-
binaan keluarga pasca-perkawinan'. Peran Kementerian Agama
dilakukan melalui penyuluh agama masing-masing. Penyuluh
agama berperan sebagai jembatan yang menghubungkan dan
menyatukan antara gereja dan negara dalam berbagai program
termasuk program pembinaan keluarga'.

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan perubahan sosial
pada perempuan yang berkaitan dengan posisi perempuan dalam
keluarga. Bab II memaparkan kajian teoretis terkait perubahan
sosial yang berkaitan dengan relasi suami dan istri dalam ke-
luarga, serta perkembangan teori sosiologi keluarga. Bab III
memaparkan penafsiran teks-teks agama terkait dengan posisi
perempuan. Di samping itu, dijelaskan juga bagaimana pera-
turan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan.
Bab IV menjelaskan bagaimana perempuan melakukan berbagai
strategi untuk menghadapi perubahan sosial. Pada bab ini, mo-
derasi beragama berbasis keluarga menjadi salah satu alternatif
strategi yang dimaksud.

Pada bagian akhir Bab V berisi kesimpulan dan penutup,
sekaligus memberikan solusi dan pandangan ke depan terkait
dengan posisi perempuan. Solusi yang ditawarkan dalam karya




ilmiah ini adalah memaksimalkan posisi dan potensi perempuan
dalam keluarga untuk menghadapi tantangan kehidupan yang
diwarnai dengan kompleksitas perubahan sosial. Peningkatan
pendidikan bagi perempuan dan pemahaman perspektif kese-
taraan dalam memberikan pelayanan pembinaan keluarga men-
jadi beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan. Penguatan
perspektif kesetaraan salah satunya dapat dilakukan dengan
memberikan pemahaman tentang pandangan keagamaan yang
moderat.




II. DISKURSUS PERUBAHAN SOSIAL DALAM
KELUARGA

2.1 Teori Perubahan Sosial dalam Mengkaji Keluarga

William Ogburn merupakan salah satu pelopor teori perubah-
an sosial. Ogburn berpandangan bahwa perubahan sosial terja-
di karena adanya teknologi. Teknologi mengubah masyarakat
melalui tiga hal, yaitu penciptaan (invention), penemuan (dis-
covery), dan difusi (diffusion)’. Jika sekelompok masyarakat
tertinggal dan tidak mampu menyesuaikan dengan kema-
juan teknologi, kelompok masyarakat tersebut mengalami ke-
tertinggalan budaya (cultural lag)’.

Sesuai dengan dinamika kehidupan manusia, perubahan so-
sial dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, baik makro,
mezo, maupun mikro. Dalam ketiga tingkatan tersebut, dapat
terjadi perubahan yang saling memengaruhi. Perubahan sosial di
tingkat makro dapat berpengaruh pada tingkat mikro, demikian
pula sebaliknya. Sementara itu, keluarga, sebagai sebuah lem-
baga, mengalami perubahan sosial pada tingkat mikro. Namun,
lembaga keluarga juga terpengaruh oleh perubahan sosial, baik
pada tingkat meso maupun makro®.

Misalnya, minimnya lapangan kerja di Indonesia dapat ber-
pengaruh langsung kepada lembaga keluarga sehingga sebagian
anggota keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah bersama
anggota keluarga lain, harus melakukan migrasi ke negara lain
untuk mencari pekerjaan>'?. Ketika terjadi migrasi, khususnya
migrasi perempuan, maka struktur keluarga pun berubah. Pen-
cari nafkah utama dapat bergeser dari suami ke istri. Demikian
juga pola pengasuhan anak'?.




Perubahan sosial dari struktur keluarga dalam kaitannya
dengan posisi perempuan dapat dilihat dari pemikiran Friedrich
Engels. Engels, yang melakukan penelitian bersama Lewis H.
Morgan, memandang keluarga mewakili sebuah prinsip yang
aktif?®. Menurutnya, keluarga tidak pernah tidak berubah, tetapi
berkembang dari bentuk yang lebih rendah ke bentuk yang lebih
tinggi. Serupa dengan teori evolusi biologi Darwin, Engels
menggambarkan perkembangan masyarakat dari kondisi yang
dianggap tidak beraturan menuju kondisi yang lebih tinggi dan
beradab. Secara evolusioner, perkembangan masyarakat terbagi
dalam tiga tahap, yaitu zaman kebuasan (savaregy), zaman
barbarisme (barbarism), dan zaman peradaban (civilization)*.

Perubahan sosial terkait posisi perempuan dalam keluarga
juga dapat dilihat pada pola relasi perkawinan. Scanzoni dan
Scanzoni mengkaji secara khusus perkembangan pola relasi
dalam perkawinan yang memperlihatkan gambaran posisi pe-
rempuan dalam keluarga. Menurutnya, ada empat tahapan pola
perkembangan struktur dan proses dalam perkawinan, yaitu
(1) owner property marriage pattern; (2) head-complement
marriage pattern; (3) senior partner and junior partner; dan (4)
equal partner. Scanzoni dan Scanzoni menggambarkan bahwa
dua pola pertama merupakan struktur pola perkawinan pada
masyarakat tradisional dan dua pola perkawinan terakhir digam-
barkan sebagai struktur pola perkawinan yang terus berkembang
pada masa sekarang?’.

Secara singkat, penjelasan untuk masing-masing pola terse-
but adalah sebagai berikut. Owner property marriage pattern
merupakan pola relasi dalam perkawinan yang ditunjukkan oleh
kekuasaan suami terhadap istri sehingga keberadaan istri sangat
tergantung pada suami.




Under the owner property model or marriage, a wife
had no existence independent of her husband. She
was dependent upon him for financial support, was
required to obey and submit to him, and was expect-
ed to fulfill her wife-mother duties according to his
wishes. His power was doubly reinforced because it
resred on wifely obedience as a societal norm and
his role as the sole income earner?’.

Pola perkawinan head compliment, memandang istri sebagai
pelengkap atau mitra bagi suami. Suami diharapkan dapat
memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada istri, memenuhi
hasrat dan kesenangan seksual. Suami dan istri saling membe-
rikan dukungan emosional yang hangat dan komunikasi terbuka.
Senior partner dan junior partner mengasumsikan bahwa suami
tidak lagi menempati posisi sebagai head atau kepala keluarga,
tetapi telah berubah menjadi senior partner. Perubahan ini terja-
di karena istri telah terlibat dalam proses produksi yang meng-
hasilkan uang sehingga istri tidak lagi bergantung sepenuhnya
kepada suami. Equal partner marriage pattern dapat dianggap
sebagai posisi ideal sebuah keluarga. Pasangan sama-sama
berkomitmen untuk karier masing-masing, dan pekerjaan ma-
sing-masing dianggap sama pentingnya dengan yang lain.

2.2 Perkembangan Konsep Relasi Perempuan dalam
Keluarga

Kajian ilmu sosial tentang keluarga, yang di dalamnya memba-
has relasi antara perempuan dan laki-laki, terus berkembang dari
waktu ke waktu. Para peneliti menerapkan berbagai pandangan
dan pendekatan mengenai keluarga. Para sosiolog berharap
bahwa suatu saat akan ditemukan teori yang dapat menjelaskan
setiap aspek dalam keluarga, sekaligus memprediksi masa de-
pan kehidupan keluarga?. Sosiologi keluarga sendiri memba-




has banyak topik, antara lain bagaimana keluarga diorganisasi,
bagaimana keluarga dapat dipertahankan dan dimodifikasi, serta
bagaimana relasi dalam keluarga dapat terbentuk dan suatu saat
dapat berubah.*

Sejalan dengan perkembangan teori sosiologi pada umum-
nya, ada dua pendekatan dalam kajian keluarga yang hampir
selalu dibahas, yaitu pendekatan melalui teori struktural fung-
sional dan teori konflik'"**, Pendekatan struktural fungsional
dipaparkan oleh Parsons melalui teori Adaptation, Goal Attain-
ment, Integration, dan Latency (AGIL). Menurutnya, keluarga
sebagai sebuah sistem memiliki empat fungsi pada teori tersebut
yang saling melengkapi sehingga memberikan kenyamanan
bagi seluruh anggota keluarga®'. Pendekatan konflik dalam
mengkaji keluarga juga dapat dilihat dari pemikiran Engels dan
Marx. Pendekatan ini melihat keluarga dipenuhi oleh perebutan
kekuasaan, ada kompetisi, konflik, dan perempuan sering kali
diposisikan sebagai subordinat. Dalam ungkapan Engels, kondi-
si perempuan ini disebut mengalami kekalahan sejarah karena ia
berjenis kelamin perempuan (the world historical defeat of the
female sex)*.

Dalam melihat kasus-kasus yang terjadi pada keluarga,
para peneliti dapat menggunakan teori mikro, misalnya teori
pertukaran sosial (social exchange theory). Jika dilihat dari teori
pertukaran sosial, kebahagiaan dalam perkawinan akan terwujud
apabila relasi tersebut dilaksanakan dalam posisi yang seimbang
antara cost and reward, yaitu antara pengorbanan dan penghar-
gaan. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa setiap individu, ter-
masuk suami istri yang secara sukarela memasuki serta tinggal
dalam hubungan sosial perkawinan hanya selama hubungan itu
memuaskan dan seimbang antara cost dan reward-nya®*-!. Rela-
si yang berkembang mencerminkan adanya resiprositas yang




saling menguntungkan sekaligus menuntut adanya pengorbanan
dari kedua belah pihak.

Melalui teori pertukaran sosial ini, kemudian dapat dipa-
hami mengapa banyak pasangan yang memilih untuk bercerai.
Pasangan merasakan bahwa kehidupan perkawinan tidak lagi
banyak memberikan kebahagiaan dan kesenangan (reward),
malah yang dialami adalah kesulitan dan kesedihan (cost)>®.
Atas pertimbangan cost dan reward itu, pasangan atau salah
satunya menginginkan perceraian.

Pembahasan tentang posisi perempuan dalam keluarga
dengan menggunakan perspektif perubahan sosial menjadi
landasan utama karya ilmiah ini. Dua teori sosiologi, yaitu teori
konflik dan teori struktural fungsional digambarkan sebagai
bagian dari penjelasan tentang perubahan sosial. Di antara dua
teori besar itu, teori konflik lebih relevan untuk digunakan da-
lam menganalisis kasus-kasus keluarga yang penuh dinamika.
Sebagaimana asumsi Coser bahwa konflik, termasuk konflik
dalam keluarga, tidak selalu dipandang negatif. Konflik justru
dapat mempersolid kelompok yang semula terstruktur longgar®'.

Karena posisi peneliti sebagai ASN di Kementerian Agama,
penggunaan teori sosiologi dalam menganalisis keluarga dapat
melengkapi kajian tentang keluarga yang telah ada. Kajian-ka-
jian sebelumnya lebih banyak melihat dari sisi variabel agama
yang dihubungkan dengan variabel kebijakan. Diharapkan karya
ilmiah ini dapat melengkapi dengan penggunaan variabel teori
sosial. Dengan demikian, karya ilmiah ini dapat menjadi salah
satu alternatif kajian yang menghadirkan analisis agama dan
keluarga yang menurut Blood belum banyak dilakukan oleh
para sosiolog.*




II1. KETIKA AGAMA DAN NEGARA MEMOSISIKAN
PEREMPUAN DI KELUARGA

3.1 Teks Agama dan Penafsiran

Pada dasarnya, beberapa sosiolog kurang memberi perhatian
pada pengaruh sistem keagamaan terhadap keluarga. Mereka
memandang agama sebagai variabel dependen yang responsif
terhadap kekuatan sosial lainnya, termasuk keluarga. Terdapat
pula pandangan lain bahwa agama hanya memperkuat status
quo peran-peran dalam keluarga daripada memiliki pengaruh
independen terhadap kehidupan keluarga®’. Namun, tidak sedikit
sosiolog yang melihat sistem agama memiliki hubungan resipro-
kal terhadap sistem keluarga. Oleh karena itu, norma agama
memengaruhi norma kehidupan keluarga dalam berbagai aspek.
Pelaksanaan perkawinan misalnya, tidak terlepas dari norma
agama dan melibatkan tokoh atau organisasi keagamaan®.

Hubungan resiprokal antara agama dan sistem keluarga
dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam ajaran agama terdapat
teks-teks yang menggambarkan dinamika relasi dalam keluarga.
Dalam ajaran Islam misalnya, salah satu teks kitab suci yang
sering dirujuk adalah Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34 yang
diterjemahkan sebagai berikut.

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (is-
tri), karena Allah telah melebihkan sebagian mere-
ka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan),
dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan
nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan
yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah)
dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, kare-
na Allah telah menjaga (mereka)®.




Para intelektual muslim memiliki penafsiran yang tidak
seragam terhadap ayat tersebut. Sebagian menafsirkan dengan
melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah. Pendapat
lainnya menafsirkan kata gawwamun sebagai pihak yang
memiliki kekuasaan atau wewenang. Kata gawwamun dapat
dijelaskan bahwa laki-laki wajib ber-amar ma ruf nahi munkar
kepada perempuan, sebagaimana penguasa kepada rakyatnya.
Penafsiran seperti itu berimplikasi lebih jauh terhadap pendapat
yang mengemukakan bahwa perempuan tidak berhak menjadi
pemimpin, termasuk pemimpin dalam keluarga®.

Pendapat lain yang cenderung berbeda dengan pendapat di
atas adalah bahwa untuk menafsirkan surat An-Nisa ayat 34
harus dibahas cukup panjang karena di hampir setiap penggalan
ayatnya masih memiliki masalah arti. Setidaknya ada empat hal
yang perlu dicermati. Pertama, ayat tersebut membicarakan soal
nafkah keluarga, yaitu suami-istri, bukan hanya laki-laki atau
perempuan secara umum. Kedua, gawwam (pemimpin) dalam
Islam adalah pemimpin yang bertanggung jawab bukan yang se-
wenang-wenang. Ketiga, kata ba 'dahum ala ba’din adalah kata
yang terbuka, tidak selalu menunjuk kepada laki-laki sehingga
dapat juga mengacu pada laki-laki dan perempuan. Keempat,
kepemimpinan suami atas istri adalah karena mereka memberi-
kan nafkah. Artinya, ketika suami tidak memberi nafkah, dengan
sendirinya kepemimpinan tersebut tidak diakui''.

Perbedaan penafsiran terhadap teks agama juga dapat dilihat
pada fenomena perkawinan di bawah umur. Ada beberapa tokoh
agama yang menggunakan legitimasi agama untuk sesuatu yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau prinsip
umum kemanusiaan. Legitimasi tersebut didasari keyakinan
bahwa ajaran agama harus lebih diutamakan dibandingkan aturan
negara. Salah satu contoh pelanggaran terhadap undang-undang




perkawinan adalah pelanggaran usia minimal calon pengantin.
Pelanggaran tersebut kerap diperlakukan hanya sebagai delik
aduan sehingga tidak akan diproses secara hukum apabila tidak
ada pengaduan™*'®.

Kentalnya pemahaman agama terhadap fenomena perka-
winan yang tidak sesuai aturan perundangan juga terjadi pada per-
kawinan tidak tercatat. Tokoh agama memberikan respons yang
tidak seragam dalam menghadapi perkawinan tidak tercatat. Se-
bagian ulama moderat memandang pencatatan perkawinan perlu
diikuti sebagai bagian dari kepatuhan kepada negara. Sebagian
ulama lainnya berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan
sesuatu yang disyaratkan oleh agama. Pendapat para tokoh aga-
ma ini memengaruhi cara pandang masyarakat dalam melihat
perkawinan'>'. Dalam realitasnya, kedua fenomena tersebut,
perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat, sering
kali terjadi bersamaan. Oleh karena itu, perkawinan di bawah
umur biasanya dilakukan secara tidak tercatat. Pada akhirnya,
keduanya memberi dampak negatif bagi keluarga, khususnya
perempuan.

Selain perkawinan, soal perceraian bagi beberapa kelom-
pok masyarakat juga sangat dipengaruhi pemahaman terhadap
ajaran agama. Pemahaman bahwa cerai merupakan hak yang
dimiliki suami menjadi alasan untuk terjadi perceraian tanpa
melalui pengadilan agama. Perceraian tidak tercatat adalah
terminologi yang digunakan untuk menyebut proses perceraian
yang tidak melalui pengadilan agama. Ada beberapa alasan yang
mengondisikan terjadinya perceraian tidak tercatat. Pertama,
keyakinan bahwa perceraian telah sah menurut hukum agama
ketika suami mengucapkan kata cerai atau kondisi lain yang
menyebabkan jatuhnya cerai. Kedua, hampir tidak ada sanksi
sosial bagi yang melakukan perceraian tidak tercatat karena




sudah menjadi sebuah fenomena umum. Ketiga, alasan praktis
seperti menghemat waktu, biaya, dan tenaga®3*%. Oleh karena
itu, perceraian tidak tercatat, seperti perkawinan tidak tercatat,
membawa dampak negatif, khususnya bagi perempuan.

3.2 Peraturan Perundang-Undangan: Sudahkah
Perempuan Terlindungi?

Perhatian dan dukungan pemerintah untuk penguatan posisi pe-
rempuan dalam keluarga dapat dilihat dari penerbitan peraturan
perundangan. Peraturan yang dimaksud antara lain Undang-Un-
dang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian
diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Un-
dang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
KDRT, dan Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentuk-
an Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65
Tahun 2005. Secara umum sejumlah peraturan perundangan
tersebut mengandung aspek perlindungan terhadap perempuan.
Namun, di beberapa bagian kecil ternyata masih belum membe-
rikan posisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
mengandung aspek penting antara lain pencatatan perkawinan.
Pasal 2 ayat (2) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa
tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku. Dengan pencatatan, perkawinan tersebut
sah secara hukum sehingga masing-masing suami istri memi-
liki kekuatan hukum. Bahkan dengan pencatatan juga dapat
melindungi perempuan ketika terjadi perceraian. Pencatatan
perkawinan juga merupakan satu langkah maju bagi masyarakat
Indonesia yang masih banyak melakukan praktik perkawinan
yang tidak dicatatkan. Praktik tersebut memiliki beberapa faktor,




baik karena faktor budaya, ekonomi, atau lemahnya kesadaran
akan perlunya Undang-Undang Perkawinan®>.

Meskipun pasangan yang memasuki kehidupan perkawinan
bercita-cita untuk mengekalkan kehidupan perkawinannya,
pada kenyataannya banyak pasangan yang harus mengakhiri ke-
hidupan perkawinan melalui proses perceraian. Bagi pasangan
yang beragama Islam, proses perceraian telah diatur melalui Un-
dang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Sama pentingnya dengan pencatatan perkawinan, dokumen
pencatatan perceraian menjadi salah satu kekuatan hukum bagi
pihak yang bercerai. Ketika perceraian terjadi tanpa kekuatan
hukum karena dilakukan di luar pengadilan agama, hak dan ke-
wajiban masing-masing pihak yang bercerai sulit untuk diatur.
Hal tersebut membuktikan pentingnya kehadiran Undang-Un-
dang Nomor 7 Tahun 1989. Setelah bercerai, masing-masing
memiliki status yang legal, sebagai mantan suami atau mantan
istri, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi mantan suami,
yaitu tetap menafkahi mantan istri dan anak-anak pasca-per-
ceraian®,

3.3 Perempuan dalam Perkawinan Bermasalah

Penelitian tentang perempuan dan keluarga dapat dimulai dari
kajian sebelum terjadinya perkawinan, kajian ketika perempuan
berada dalam keluarga semasa perkawinan, maupun kajian keti-
ka perempuan memutuskan untuk bercerai karena hidup dalam
perkawinan dirasa tidak lagi membahagiakannya''. Pasangan
yang memasuki jenjang kehidupan keluarga melalui perkawinan
pasti mendambakan sebuah keluarga yang rukun dan harmoni.
Dalam terminologi Islam, keluarga yang didambakan disebut
dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah'>'"-*%
Komunitas agama lain, Katolik misalnya, menyebut dengan is-
tilah keluarga bahagia dan sejahtera®. Sementara itu, komuni-




tas Hindu menyebutnya dengan istilah keluarga sukhinah dan
komunitas agama Buddha menggunakan istilah keluarga rukun
dan sehat'.

Sementara itu, realitas di masyarakat masih banyak ter-
jadi perkawinan yang tidak dapat mencapai kondisi sakinah,
mawaddah, dan rahmah. Banyak hal yang menjadi penyebabnya,
antara lain perkawinan tersebut dilakukan secara tidak tercatat
dan pasangan—khususnya perempuan—belum memasuki usia
perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perun-
dang-undangan. Salah satu gambaran tentang data perkawinan
anak di Cianjur menunjukkan masih ada anak yang dinikahkan
ketika berusia tujuh tahun. Masyarakat setempat menyebut jenis
pernikahan itu sebagai nikah gantung®*.

Perkawinan di bawah umur merupakan satu fenomena yang
menimbulkan kesulitan bagi perempuan. Perkawinan di bawah
umur pada umumnya dilakukan secara tidak tercatat dan kondi-
si ini semakin melemahkan posisi perempuan dari berbagai
aspek’. Fenomena perkawinan di bawah umur di Jawa Barat
tidak hanya terjadi di Cianjur. Beberapa wilayah yang dikenal
dengan fenomena serupa adalah Indramayu dan Karawang>¥’.
Jika dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk, peristiwa
perkawinan di bawah umur menjadi salah satu faktor yang
mendorong tingginya laju tersebut. Hal tersebut dipahami oleh
masyarakat bahwa dengan menikah di usia muda pasangan
memiliki masa subur lebih lama*.

Fenomena lain yang menyebabkan tidak kokohnya sebuah
keluarga adalah terjadinya perkawinan tidak tercatat, yaitu
perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat
nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam terminologi
lain jenis perkawinan tidak tercatat ini sering disebut dengan
pernikahan siri. Setidaknya ada tiga pengertian untuk memahami




arti pernikahan siri. Pertama, pernikahan itu dilaksanakan secara
rahasia atau sembunyi-sembunyi. Kedua, tidak dicatatkan secara
administratif. Ketiga, tidak diinformasikan atau diumumkan ke-
pada khalayak'"' . Oleh karena itu, dapat dipahami, jika pernikah-
an tidak tercatat, rentan untuk diakhiri dengan perceraian'*!>%,

Perkawinan tidak tercatat memberi dampak buruk bagi
perempuan karena kedudukan perempuan sebagai istri tidak
diakui secara hukum. Masyarakat dan ulama memberi respons
yang tidak seragam dalam menyikapi perkawinan tidak tercatat.
Sebagian berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan
sesuatu yang disyaratkan oleh agama. Sementara itu, ulama
lain menganggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan
usaha positif terkait dengan status hukum perkawinan beserta
akibat-akibatnya's.

Perkawinan seharusnya tidak hanya dijadikan upaya seseo-
rang untuk melegalkan aktivitas seksual belaka, melainkan juga
untuk membuat setiap individu di dalamnya berkembang. Kelu-
arga yang harmonis mensyaratkan beberapa hal, salah satunya
adalah menjalankan aktivitas perkawinan dengan asas mono-
gami. Meskipun dalam ajaran Islam ada celah untuk melakukan
poligami dengan catatan syarat terpenuhi, tetapi bagi sebagian
kelompok masyarakat, monogami menjadi salah satu prasyarat
untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga®. Faktanya,
perkawinan poligami juga banyak dilakukan, baik yang tercatat
maupun yang tidak tercatat.

Jenis perkawinan yang bermasalah tidak hanya melibatkan
pasangan sesama WNI. Di kawasan Cisarua, Puncak, Bogor
terjadi perkawinan antara perempuan Indonesia dan laki-laki
WNA, khususnya dari Arab. Keindahan alam kawasan Puncak
telah menarik wisatawan Arab untuk mengunjungi wilayah
tersebut. Kehadiran mereka memiliki dampak positif, salah




satunya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai
aktivitas ekonomi. Namun pada sisi lain, muncul praktik kawin
kontrak, bahkan kini ditemukan perubahan tren berupa praktik
prostitusi secara sembunyi. Fenomena kawin kontrak dan
prostitusi yang dikenal sebagai “dawar” (keliling) merupakan
pelanggaran secara nyata atas norma agama dan hukum yang
berlaku®.

Perkawinan tidak tercatat juga terjadi pada WNI di Jeddah
Arab Saudi sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Mengum-
pulkan riyal dan dapat berkunjung ke Baitullah merupakan dua
hal yang menarik para WNI, khususnya perempuan®. Status
PMI yang sebagian ilegal menjadi salah satu alasan dilakukan
perkawinan tidak tercatat'>. Dalam kaitannya dengan PMI di
Jeddah, dapat diidentifikasi dua jenis perkawinan tidak tercatat.
Pertama, perkawinan tersebut sah secara hukum Islam, terpenuhi
syarat rukunnya, tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki
akta nikah. Kedua, perkawinan tidak sah karena tidak terpenuhi
persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ajaran Islam*.

Hal yang sama, yaitu perkawinan tidak tercatat pada WNI
di luar negeri, terjadi pula pada WNI yang ada di perbatasan
Indonesia dengan negara lain. WNI di Kabupaten Nunukan
yang berbatasan dengan Tawau, Malaysia atau WNI di Keca-
matan Badau yang berbatasan dengan wilayah Sabah, Malaysia
terpaksa melakukan perkawinan tidak tercatat karena aturan di
Malaysia tidak memungkinkan untuk menikah secara resmi.
Sementara itu, para pekerja tersebut telah berada di Malaysia
selama bertahun-tahun sehingga pemenuhan kebutuhan biologis
merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Di samping itu, para
majikan turut mendukung terjadinya perkawinan di antara para
pekerja Indonesia. Para majikan mendukung hal tersebut karena
secara sosial, jika sudah menikah, mereka cenderung lebih betah
bekerja untuk waktu yang lama®.




Keluarga yang terbentuk melalui perkawinan di bawah umur
sekaligus perkawinan tanpa pencatatan telah menafikkan tujuan
mulia sebuah perkawinan, yaitu terbentuknya keluarga sakinah,
mawaddah, dan rahmah'*'. Dengan melakukan tindakan terse-
but, istri berada dalam ikatan perkawinan yang tidak menggem-
birakan karena tidak ada lagi keseimbangan antara reward dan
cost. Dalam pandangan istri, ia harus mengeluarkan cost tanpa
menerima reward. Ketidakseimbangan antara reward dan cost
ini yang kemudian menyebabkan terjadinya perceraian®.

Masalah perkawinan tidak tercatat tidak hanya didominasi
oleh komunitas pemeluk agama mayoritas. Pemeluk agama di
luar mayoritas, misalnya Baha’i, juga memiliki masalah serupa.
Masalah pelayanan hak sipil umat Baha’i dimulai dari pembuat-
an Kartu Tanda Penduduk (KTP), pencatatan perkawinan, akta
kelahiran anak, sampai pemenuhan hak anak di bidang pendi-
dikan. Oleh karena itu, sebagian umat Baha’i tidak memiliki akta
nikah kecuali keterangan nikah dari majelis agamanya. Masalah
ini kemudian berimbas pada kesulitan anak memiliki akta kela-
hiran. Bahkan sebagian besar akta kelahiran anak Baha’i hanya
menyebutkan nama ibu sebagai orang tuanya*’.




IV. STRATEGI BERTAHAN PEREMPUAN DALAM
MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL

4.1 Tantangan Perempuan dalam Mempertahankan
Keluarga

Institusi keluarga, seperti juga institusi sosial lainnya, tidak ter-
lepas dari proses perubahan sosial. Penyebab perubahan sosial
dapat terjadi karena berbagai faktor. Beberapa hal yang dapat
diidentifikasi sebagai faktor penentu dan kadar perubahan so-
sial, antara lain lingkungan fisik, perubahan penduduk, isolasi
dan kontak, struktur sosial, sikap dan nilai-nilai, kebutuhan yang
dianggap perlu, serta dasar budaya®.

Dalam kaitannya dengan posisi perempuan dalam keluarga,
bagian ini membahas faktor penentu perubahan sosial yang
sekaligus menjadi tantangan bagi perempuan agar dapat ber-
adaptasi. Lingkungan fisik wilayah pedesaan di Indonesia yang
sebelumnya merupakan daerah pertanian kini berubah menjadi
wilayah industri. Kebijakan pembangunan di bidang pertanian
secara umum* dan khusus yang dilakukan melalui revolusi
hijau telah merugikan perempuan karena hilangnya kesempatan
kerja karena sektor pertanian telah dimekanisasi®. Di sisi lain,
kebijakan pembangunan juga dapat mengeliminasi nilai-nilai
budaya lokal®. Ketika kesempatan bekerja di desa menghilang,
perempuan mencoba mengadu nasib dengan melakukan migrasi
ke kota ataupun ke luar negeri. Kebutuhan akan tenaga kerja do-
mestik menjadi salah satu faktor perempuan bermigrasi. Irianto
menyebut fenomena ini sebagai migrasi berwajah perempuan®.

Ketika perempuan pergi untuk bekerja dan harus meninggal-
kan keluarganya, berbagai tantangan harus dihadapi. Perubahan
sosial pada struktur keluarga pun mulai terlihat. Jika sebelumnya




perempuan berada di rumah dan lebih banyak melakukan peran
di wilayah domestik, kini laki-laki atau suami yang menggan-
tikan posisi istri. Demikian juga terkait dengan fungsi pencari
nafkah. Jika pada umumnya laki-laki yang dianggap sebagai
pencari natkah utama dan karenanya ia disebut kepala rumah
tangga, kini perempuan yang mencari natkah. Hampir seluruh
kebutuhan keluarga dipenuhi oleh istri dengan mengirimkan
uang hasil kerja ke keluarganya®'2.

Meskipun perempuan menjadi pekerja migran dengan
motivasi untuk meningkatkan ekonomi keluarga, dampaknya
tidak selalu positif pada penguatan keluarga. Ideologi bahwa
pengasuhan anak merupakan kewajiban istri, menjadi salah satu
tantangannya. Ketika istri tidak merawat anak, ia akan diberi
label sebagai istri yang tidak patuh dan tidak sabar menghadapi
keadaan suami. Untuk kasus seperti ini, saat suami menceraikan
istrinya secara sepihak, masyarakat memandangnya sebagai hal
yang biasa'>3,

Keberadaan perempuan dari kelompok agama di luar yang
enam sesungguhnya memiliki tantangan berlapis. Dilihat dari ek-
sistensi agama, mereka merupakan kelompok minoritas. Dari sisi
relasi gender, perempuan merupakan kelompok minoritas yang
dalam banyak hal berbeda dengan laki-laki. Perempuan kelom-
pok minoritas memiliki perbedaan secara kultural dan kondisi
ekonomi sehingga sering kali mendapat perlakuan diskriminatif
dari kelompok mayoritas*’. Oleh karena tantangan berlapis terse-
but, kelompok perempuan minoritas seperti direpresentasikan
oleh perempuan Baha’i memiliki ketahanan lebih tinggi.

Dari sekitar dua puluh orang pemeluk Baha’i yang
saya kenal, kebanyakan adalah perempuan. Oleh
karena itu, ketika saya melihat cara mereka mem-
perjuangkan haknya dengan cara yang lembut, ber-




dialog, dan tidak melakukan protes atau demo, pada
awalnya saya menduga karena para tokohnya ada-
lah perempuan sehingga sifat femininlah yang me-
nonjol. Namun, setelah saya mempelajari ajarannya
dan berdialog lebih intens dengan penganut Baha'i,
diketahui bahwa sifat kelembutan dan kasih sayang
merupakan cara yang dianjurkan oleh agamanya*.

4.2 Perempuan Agen Moderasi Beragama Berbasis Keluarga

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku
di tengah-tengah pilihan ekstrem yang ada. Salah satu prinsip
dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseim-
bangan di antara dua hal, seperti keseimbangan antara akal dan
wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban,
antara kepentingan individu dan kemaslahatan komunal, antara
keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh
agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan
antara masa lalu dan masa depan. Ada berbagai media untuk
melembagakan nilai-nilai moderasi beragama, salah satunya
melalui keluarga®.

Perempuan dalam posisinya sebagai istri atau ibu dapat
menjadi agen untuk penguatan nilai-nilai moderasi. Ketika
perempuan memutuskan untuk menjadi pekerja migran, sepintas
ia dapat dianggap mengabaikan perannya. Ideologi pengasuhan
anak telah menempatkan perempuan sebagai orang yang harus
selalu dekat dengan anak-anaknya. Meskipun begitu, perempuan
tetap berupaya agar ketidakhadirannya di rumah tidak memicu
konflik. Untuk mengasuh anaknya, ia memilih salah satu anggo-
ta keluarganya untuk menjadi penggantinya (substitute mother).
Ia tetap berkomunikasi dengan guru dari anak-anaknya tentang
kondisi dan perkembangan proses belajar anak. Oleh karena itu,
kemajuan teknologi komunikasi sangat membantu perempuan




untuk tetap melakukan perannya agar ikatan keluarga tetap
terjalin'2,

Fenomena cerai gugat dapat diposisikan sebagai bagian dari
penguatan moderasi beragama. Ketika perempuan memaknai
perkawinannya sebagai kondisi yang kurang membahagiakan,
ia memilih untuk mengajukan proses perceraian melalui Peng-
adilan Agama. Dalam tahapan ini sesungguhnya ia sedang
memperjuangkan haknya untuk masa depan yang lebih baik. Ia
tidak menyerah pada keadaan, tetapi mencoba bertahan.

Bismillahirohmanirrahim, saya menguatkan diri un-
tuk mengajukan perceraian. Ketika hakim mengetok
palu tanda perceraian itu diputuskan, saya juga sedih.
Menjalani hidup sebagai status janda sesungguhnya
lebih berat dibandingkan dengan digantung dalam
perkawinan. Akan tetapi saya berpikir perceraian
akan lebih baik bagi masa depan saya. Ketika saya
bilang ke suami melalui telepon bahwa saya mau
mengajukan gugat cerai, dia hanya bilang: terserah
kowe, sak karepmu (terserah kamu, sesukamu)*®.

Pembelajaran tentang moderasi beragama dalam bentuk
perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak-hak sipil bisa
diambil dari perempuan kelompok minoritas. Sebagian besar
perempuan kelompok minoritas tidak memiliki akta perka-
winan dari Kantor Catatan Sipil sehingga di akta lahir anak
hanya menyebut nama ibunya sebagai ibu biologis. Meskipun
begitu, para ibu tetap memperjuangkan hak agar anak-anaknya
memperoleh pendidikan. Ia menanamkan kesadaran kepada
anak-anaknya bahwa keterbatasan pemerintah untuk memberi-
kan pelayanan hak sipil bukan menjadi alasan untuk melawan
pemerintah. Dalam keyakinan mereka, pemerintah layaknya
orang tua yang harus selalu dihormati dan diikuti aturannya,
bukan untuk ditentang***%,




4.3 Agenda ke Depan: Menguatkan Posisi Perempuan

Menguatkan posisi perempuan bukan suatu hal yang mudah.
Perlu pendekatan dari berbagai sudut karena permasalahan
tentang perempuan terjadi dalam berbagai aspek. Salah satu
penyebab terpuruknya perempuan dalam kehidupan perkawinan
adalah aspek pendidikan yang berdampingan dengan masalah
ekonomi. Ketika perempuan tidak bersekolah karena orang tua
tidak memiliki biaya yang cukup, orang tua akan menggiring
perempuan untuk segera menikah sebagai bentuk pengalihan
tanggung jawab orang tua ke (calon) suami'®. Aspek pendidikan
juga membuat perempuan pekerja migran hanya bisa bekerja
di sektor domestik yang minim perlindungan sehingga rentan
mendapatkan perilaku kekerasan dari majikan>'2. Oleh karena
itu, peningkatan posisi perempuan melalui aspek pendidikan
menjadi hal yang sangat penting.

Selain tanggung jawab domestik yang selalu dilekatkan pada
perempuan, posisi perempuan juga dipengaruhi oleh berbagai
faktor termasuk kebijakan pemerintah. Walaupun perempuan
terlibat dalam kegiatan produksi, keterlibatan mereka selalu
diwarnai oleh asumsi bahwa peran utama perempuan adalah
pekerjaan domestik®’. Pemerintah, khususnya Kementerian
Agama sebagai instansi yang mendapat mandat melaksanakan
Undang-Undang Perkawinan serta memiliki tanggung jawab
untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar keterlibatan
perempuan di sektor publik tidak dianggap sebagai sesuatu yang
dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, cara pandang moderat
antara suami dan istri dalam keluarga menjadi sangat penting.
Kementerian Agama dapat menanamkan cara pandang tersebut
melalui kegiatan pembinaan keluarga termasuk materi bimbing-
an perkawinan.




Strategi lain untuk penguatan posisi perempuan adalah pe-
nguatan pemahaman dan wawasan yang moderat dengan per-
spektifkesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Di sampingitu,
dengan mengacu pada konsep dan indikator moderasi beragama,
diperlukan penguatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan cinta
tanah air melalui pendekatan agama®’. Penguatan pemahaman
tersebut dapat dimulai dari tokoh agama di masyarakat maupun
penyuluh agama di Kementerian Agama, baik melalui diklat
maupun bimbingan teknis. Sebagaimana diketahui, penyuluh
agama memiliki jemaah binaan tempat ia melakukan tugas dan
bimbingan keagamaan'. Ketika ia memperoleh pemahaman
tentang moderasi beragama, ia akan meneruskan pengetahuan
tersebut kepada jemaahnya.

Perubahan sosial di masyarakat, menandakan hadirnya aktor
yang siap menghadapi berbagai tantangan®. Baik tokoh agama
maupun penyuluh agama dapat menjadi aktor sekaligus agen
untuk mentransfer nilai-nilai moderat dan berkeadilan melalui
berbagai bimbingan keagamaan di majelis taklim'®, khutbah
Jumat®', maupun ceramah agama di rumah ibadat lainnya>*,
Jika nilai-nilai moderat telah ditransfer kepada masyarakat,
khususnya kelompok perempuan, mereka dapat menjadi agen
perubahan. Perempuan dapat menjadi pelopor terjadinya peru-
bahan di masyarakat atau setidaknya di lingkup lebih kecil, yaitu
keluarga.




V. KESIMPULAN

Sosiolog memberikan pandangan yang beragam dalam mengka-
Ji keterkaitan antara sistem agama dan keluarga. Ada yang meli-
hat agama hanya sebagai variabel dependen ketika dihubungkan
dengan sistem sosial lainnya, termasuk keluarga. Meskipun de-
mikian, tidak sedikit yang melihat hubungan resiprokal antara
sistem agama dan sistem keluarga. Dalam kaitannya dengan
perubahan sosial, hal tersebut dapat memengaruhi perubahan
struktur dalam keluarga, termasuk perubahan peran perempuan.

Perubahan sosial dalam relasi suami istri dapat dibaca dari
adanya pergeseran pola perkawinan dari bentuk owner property,
head compliment, senior and junior partner, menuju equal
partner dan marriage pattern. Perubahan pola-pola tersebut
sekaligus mengubah pola pengasuhan yang semula dianggap
sebagai dominasi istri kini peran tersebut dapat dibagi dengan
suami. Meskipun banyak kasus peran laki-laki dalam pekerjaan
domestik masih minim, konsep co-parenting menjadi alternatif
untuk melibatkan suami dalam proses kerja domestik, khusus-
nya pengasuhan.

Perubahan pola relasi dalam keluarga juga dipengaruhi oleh
pemahaman tentang teks-teks kitab suci. Teks kitab suci yang
ditafsirkan sebagai penempatan suami sebagai kepala keluarga
karena ia pencari nafkah utama dapat dilakukan pengkajian ulang
dengan melihat fenomena di masyarakat. Ketika perempuan
berkontribusi dalam mencari nafkah, ia melakukannya tidak
hanya untuk membantu suami. Terkadang perempuan menjadi
pencari nafkah utama sehingga posisi kepala keluarga—dalam
arti pencari nafkah—tidak harus dilekatkan pada peran suami
atau laki-laki.




Perubahan sosial tidak selalu identik dengan kemajuan
(progress) karena di dalamnya terdapat unsur hasil penilaian®.
Oleh karena itu, meskipun perubahan sosial dalam keluarga
terjadi, hal tersebut tidak selalu menunjukkan kemajuan dalam
pemihakan terhadap posisi perempuan. Ketimpangan posisi pe-
rempuan dalam keluarga masih terus terjadi, khususnya ketika
keluarga tersebut diawali dengan pernikahan bermasalah. Per-
kawinan tidak tercatat atau perkawinan di bawah umur menun-
jukkan perempuan tidak memiliki relasi setara dengan suami.

Penguatan posisi perempuan menjadi agenda penting agar
perempuan memiliki relasi setara dalam keluarga. Peningkatan
kesempatan dalam memperoleh pendidikan menjadi salah satu
agenda yang bisa ditempuh. Di samping itu, sosialisasi nilai-nilai
kesetaraan untuk para ASN Kementerian Agama, khususnya
penghulu dan penyuluh agama dapat dilakukan secara simul-
tan. Perempuan juga diharapkan dapat menjadi agen moderasi
beragama di keluarga untuk menanamkan nilai-nilai moderat,
khususnya kepada anak-anak sebagai generasi penerus. Pada
saatnya, perempuan harus menjadi agen perubahan, setidaknya
perubahan di lingkungan keluarga.




VI. PENUTUP

Perubahan sosial menjadi tantangan bagi perempuan untuk tetap
bertahan pada kondisi masyarakat yang semakin kompleks. Tan-
tangan akan semakin beragam sehingga menuntut kepekaan, ke-
arifan, serta pengetahuan yang cukup dari perempuan agar ia
tidak mengalami cultural lag. Peran pemerintah menjadi poin
penting untuk menyiapkan perempuan agar dapat menyesuaikan
dengan perubahan. Kolaborasi antara lembaga, kementerian,
serta organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan dapat
mengawal berbagai program pemberdayaan perempuan. Ke-
menterian Agama, melalui Direktorat Bina KUA dan Keluarga
Sakinah dapat terus menjalankan perannya melalui program re-
vitalisasi KUA.

Di sisi lain, kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Ke-
menterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebu-
dayaan, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak
Indonesia perlu terus dijalin. Demikian juga berbagai organi-
sasi masyarakat keagamaan yang memiliki program terkait pe-
nguatan potensi perempuan sehingga dapat bermitra untuk terus
mengupayakan pendampingan perempuan. Kementerian Agama
dapat berperan menjembatani pertemuan atau komunikasi antar-
lembaga tersebut melalui berbagai program dan kegiatan dengan
pendekatan agama.
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